
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.321, 2017 KEMENDAG. Penerbitan SIUP. Perubahan Ketiga. 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN  

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha 

bagi pelaku usaha di bidang Perdagangan,  

perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surat  

Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur  

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga  

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512);  

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 869); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG 

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  

Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana  

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  

Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
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Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 869) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan 

menjalankan kegiatan usaha. 

(2) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 16 

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan 

permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau 

penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak 

dikenakan retribusi. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab 

Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 

ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa 

Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali  

berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) 

minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan 

dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP. 
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(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri 

ini. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  

22 Februari 2017. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Februari 2017 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

ENGGARTIASTO LUKITA  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Februari 2017 

  

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

www.peraturan.go.id




